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Irwandi Husni (B 111 11 139). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan 
Pasal 127 Ayat (1) Huruf a  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Golongan 1 ( Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN.Mam). Dibawah 
bimbingan Prof. Dr. H. Said Karim, S.H.,M.H., Msi selaku Pembimbing 
I dan Dr. H. Amir Ilyas S.H.,M.H selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui penerapan materil 
pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang 
Narkotika dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 
pada perkara nomor: 87/Pid.B/2014/PN.Mamuju. (2) Untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pasal 127 ayat 1 huruf (a) 
Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Tindak 
Pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 dalam putusan nomor: 
87/Pid.B/2014/Mamuju. 
Penelitian ini dilaksanakan di kota Mamuju, yakni di Pengadilan 
Negeri Mamuju dengan mengunakan metode data primer dan sekunder. 
Data primer diperoleh dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung 
dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan teknik pengumpulan 
data sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen atau peraturan 
serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang akan 
dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, data tersebut 
diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara 
deskriptif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya 
dengan obyek dan permasalahan yang diteliti, kemudian disusun secara 
sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap, 
sehingga diperoleh jawaban sebagai kesimpulan permasalahan yang 
diteliti. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan 
bahwa: 1) dalam Putusan No. 87/Pid.B/2014/PN.Mam, Jaksa Penuntut 
Umum menggunakan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsur 
dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut 
Umum dan menurut penulis penerapan hukum pidana materiil dalam 
kasus ini sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia 
walaupun dalam tuntutannya penulis menganggap bahwa penuntut umum 
keliru dalam menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a karena menurut 
penulis  pasal 115 ayat (1) lebih memenuhi unsur. 2) dalam Putusan No. 
87/Pid.B/2014/PN.Mam, penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim 
dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang dimana walaupun 
unsur-unsurnya  telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan 
menurut hakim, namun pasal 115 ayat (1) lebih memenuhi unsur 
berdasarkan pada awal terdakwa ditangkap dan keterangan saksi serta 






 Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan 
semesta Alam yang tiada tandingannya di alam semesta yang 
menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan  telah melimpahkan 
begitu banyak nikmat yang tidak mampu untuk kita hitung yang salam 
satunya nikmat kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Penerapan Pasal 127 Huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Golongan 1 ( Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN.Mam)”. 
 Salam dan Shalawat senan tiasa tercurahkan kepada junjungan 
kita Nabi Besar, Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang 
sempurna, sebagai seorang Desainer sejati yang mampu mendesain 
suatu peradaban yang jahiliyah menjadi peradaban yang lebih baik 
(Peradaban Islam). 
Skripsi ini khusus penulis persembahkan kepada orang tua tercinta 
Ayahanda Husni Djafar dan Ibunda Sitti Ramlah, yang telah melahirkan, 
membersarkan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, yang selalu 
mendoaakan penulis agar menjadi pribadi yang sukses suatu saat nanti 
dan hal itu dilakukannya dengan rasa yang tulus tanpa mengharapkan 
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balasan.  Dalam kesempatan ini juga, penulis menyampaikan terima kasih 
yang sedalam-dalamnya beberapa sosok yang telah mendampingi dan 
membantu penulis semasa menjalani pendidikan diperguruan tinggi yakni 
Kakek dan Nenek Tercinta, Tante dan Paman yang juga sangat 
berkontribusi dalam hidup penulis. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih 
kepada saudara-saudariku atas kepercayaan dan dukungan kalian untuk 
penulis selama menempuh pendidikan, sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan. 
 Penulis menyadari selama mejalani hari-hari diperguruan tinggi 
sampai pada proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa 
sangat banyak bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. 
Melalui kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan banyak 
terimakasih Kepada: 
1. Seluruh keluarga tercinta atas perhatian dan dukungan serta 
do’anya. 
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya; 
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, 
S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku 
Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan 
Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; 
4. Ketua bagian Hukum Pidana Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H. 
dan Sekretaris bagian Bapak Amir Ilyas S.H.,M.H.; 
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5. Bapak Prof. Dr. H. Said Karim, S.H.,M.H., Msi. selaku pembimbing I 
dan bapak Dr. H. Amir Ilyas S.H.,M.H. selaku pembimbing II. 
Terima kasih atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan kepada 
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14. Dan Kepada seluruh yang telah membantu penulis yang mana 
karena keterbatasan sehingga penulis tidak mampu untuk 
mencantumkan keseluruhan namanya. 
Dengan segala keterbatasan yang ada pada diri penulis, penulis  
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Narkotika merupakan obat yang  sangat bermanfaat dibidang 
pelayanan kesehatan dikerenakan zat yang dimiliki narkotika sangat 
ampuh menghilangkan rasa nyeri dan mengobati penyakit-peyakit kronis 
lainnya sehingga negara harus menjamin ketersediaan narkotika baik 
melalui produksi dalam negeri maupun impor demi kepentingan pelayanan 
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain dampak fosiif 
dari narkotika, narkotika juga memiliki efek samping yang sangat 
berbahaya jika disalahgunakan  bahkan menurut data dari Badan 
Narkotika Nasional (BNN) “ada 4-5 orang yang meninggal setiap harinya 
yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika. Narkotika memiliki zat 
adiktif yang dapat membuat penggunanya mengalami ketergantungan 
bahkan sampai pada pada level tinggi yang dikategorikan sebagai 
pecandu  yang membuat seseorang akan menghalalkan segala cara 
untuk mendapatkan narkotika secara illegal. 
 Narkotika jika ditarik dari sejarah penggunaannya merupakan suatu 
jenis obat penghilang rasa sakit yang sudah dikenal sejak 50.000 tahun 
atau sekitar 2000 tahun SM yang lalu, terbuat dari sari bunga opium 
(Papauor Samnifertium) yang diketemukan oleh bangsa Sumeria mereka 
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menyebutnya dengan nama Hul Gil yang artinya tumbuhan yang 
menggembirakan karena efek yang diberikan tumbuhan tersebut bisa 
melegakan rasa sakit dan memudahkan penggunanya cepat terlelap.1 
 Seiring dengan perkembangan kemajuan masyarakat yang 
sedemikin pesat dan hubungan antar negara yang tidak dapat dihindari 
sebagai bagian dari masyrakat dunia internasional, melahirkan fenomena 
baru  adanya tindakan penyalahgunaan narkotika, bahkan narkotika telah 
menjadi objek transaksi perdagangan, baik dalam bentuk lokal maupun 
antar negara. Oleh karena itu semua aparat penegak hukum seperti 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan 
sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, sepatutnya secara 
bersama-sama mencegah dan memberantas peredaran gelap 
penyalahgunaan narkotika, demi masa depan bangsa Indonesia. 
 Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia menjadi 
sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan 
mengedarkan narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan 
peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda  telah menjangkau 
berbagai penjuruh daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat 
mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit. 
 Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang 
tidak berpendidikan dan masyarakat menengah keatas saja, melainkan 




penyalahgunaan narkotika tersebut telah merambah kepada semua 
kalangan bahkan sampai kepada orang yang memiliki pendidikan yang 
sangat tinggi. Mulai dari anak-anak sekolah, mahasiswa, sampai pada 
guru besar yang notabenenya adalah golongan terpelajar, masyarakat 
buruh tani, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan 
penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus tersebut. Hal ini dibuktikan 
dengan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah penyalahguna 
di Indonesia pada tahun 2015 berkisar  sebanyak 5,8 juta jiwa 
penyalahguna dari jumlah penduduk indonesia yakni sebanyak 254,9 juta 
jiwa, sementara Provinsi sulawesi selatan yang dulunya hanya merupakan 
tempat persinggahan kini menduduki peringkat ke-9 dengan prevensi 
2,27% yakni sekitar 138.937 penyalahguna dengan jumlah penduduk 
6.115.600 jiwa berada di bawah Provinsi  DI Yogyakarta dengan peringkat 
ke-8 dan berada di atas provinsi Jawa Timur yang menempati peringkat 
ke-10 serta provinsi Sulawesi barat yang merupakan daerah provinsi yang 
masih baru berada pada peringkat ke-16 dengan tingkat prevelensi 1,90% 
yakni sekitar 17,599 penyalahguna dengan jumlah  penduduk 921,900 
jiwa.2 
 Tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan 
dengan mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab 
dan agamais seperti yang pernah dikatakan oleh Soekarno Presiden 
pertama Repoblik Indonesia. 
                                                          
 2BNN:  Data Prevalensi Penyalahguna Narkoba Per Provinsi, Hasil Penelitian 
BNN-Pusitkes Universitas Indonesia  2015 
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 Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan 
narkotika telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa 
narkotika telah mengancam lansung masa depan penerus bangsa. Tanpa 
pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus 
bangsa. Walaupun demikian, pada umumnya masyarakat masih banyak 
belum menyadari dan bersikap acuh terhadap dampak yang ditimbulkan 
oleh kasus tersebut sebelum keluarga menjadi salah satu korban dan 
tidak menyadari bahwa sasaran peredaran gelap narkotika bukan hanya 
berada ditempat-tempat hiburan malam tetapi sudah merambah ke daerah 
pemukiman, kampus, bahkan sekolah-sekolah. Menjalarnya 
penyalahgunaan narkotika memang sangat merisaukan karena cara 
menjerat korban sudah semakin intensif dan canggih, mulai cara-cara 
klasik dengan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, 
menawarkan sebagai gaya hidup modern, mempromosikan sebagai 
terapi, memasukkan di dalam minuman, menawarkan sebagai obat kuat 
atau sebagai obat penghilang rasa sakit. Bahkan dengan cara keji 
memberikan kepada anak SD dengan bentuk permen. 
 Berkaitan dengan hal tersebut peredaran narkotika harus diawasi 
secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-
hal negatif. Disamping itu dengan berkembangnya teknologi informasi dan 
komonikasi dan adanya penyebaran narkotika yang telah menjangkau 
hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah 
terjangkau oleh peredaran gelap narkotika lambat laun akan menjadi 
5 
 
sentral peredaran narkotika pula. Begitu pula anak-anak kecil yang 
awalnya awam dengan barang tersebut akan berubah menjadi pecandu 
bahkan menjadi pengedar. 
 Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap 
permasalahan tersebut, mulai dari pemerintahan Orde Baru dengan 
dibentuknya Badan Koordinasi Pelaksanaan (BAKOLAK) oleh Badan 
Koordinasi Intelejen Nasional (BAKIN) berdasarkan Intruksi Presiden 
Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 tahun 1971 yang salah satu 
tugasnya adalah menanggulangi bahaya Narkoba, kemudian disusul 
dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 9 tahun 1976 Tentang 
narkotika. Dengan maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di 
Indonesia, maka Undang-undang Narkotika mulai direvisi sehingga 
disusunlah Undang-undang Narkotika nomor 22 Tahun 1997 menyusul 
dibuatnya Undang-undang Psikotropika nomor 5 Tahun 1997. Dalam 
Undang-Undang tersebut mulai diatur - ketentuan pidana terhadap pelaku 
kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman 
mati dan berdasarkan undang-undang tersebut dibentuklah sebuah badan 
yang diberi nama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Pada 
tahun 2002 BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) 
berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan 
Narkotika Nasional kemudian dilanjutkan dengan direvisinya Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dengan Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian untuk 
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menindaklanjuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang 
No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dikeluarkanlan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional 
(BNN) yang lebih mempertegas tugas dan wewenang BNN dalam hal 
Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).3 
 Dengan peraturan tersebut dan diikuti oleh penegakan hukum 
(yang bersifat memaksa dan mengenal adanya sanksi untuk menimbulkan 
efek jerah) terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum serta telah banyak mendapat putusan hakim diharapkan 
mampu untuk meminimalisir penyalahguna Narkotika seperti penerapan 
pidana akumulasi dengan penerapan pidana  yang diatur dalam undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 ayat 1 dan 2, Pasal 112 ayat 1 
dan 2 dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataannya banyak pelaku 
tindak pidana narkotika dan masyarakat secara umum tidak merasa jerah 
dengan beratnya ancaman sanksi karena ternyata banyak putusan hakim 
yang dianggap terlalu ringan sehingga tidak sebanding dengan dampak 
kejahatan yang ditimbulkan atau tidak sebanding dengan keuntungan 
yang diperoleh dari peredaran narkotika. 
 Selain sanksi, aktifitas dari lembaga-lembaga atau badan-badan 
penegak hukum juga mempengaruhi bagaimana kekuatan hukum itu 
bekerja di dalamnya. Fungsi badan-badan ini sungguh penting. coba 




banyangkan, jika Negara sudah tidak lagi mampu mempersembahkan 
keadilan bagi rakyatnya. Negara akan diselimuti kekalutan, korupsi, 
kejahatan, dan sebentar lagi akan menghadapi kehancuran.4 
 Dalam undang-undang narkotika yang terbaru selain peraturannya 
lebih memperketat mengenai Pencegahan, Pemberatasan, 
Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan 
memberikan kewenangan penyeledikan dan penyidikan kepada Badan 
Narkotika Nasional (BNN) terdapat pula aturan-aturan yang dianggap 
sebagai kelemahan undang-undang tersebut seperti yang terdapat pada 
Pasal 54 undang-undang nomor 35 Narkotika Tahun 2009 Tentang 
Narkotika “ pecandu Narkotika dan korban penyalahguna wajib menjalani 
rehabilitasi medis dan sosial” dan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) undang-
undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 “Narkotika Golongan 1 bagi diri 
sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) hal 
ini  yang sering dijadikan sebagai pelindung bagi penyalahguna narkotika 
melalui putusan hakim. 
 Oleh karena itu, maka tidak mengherankan jika pelaku tindak 
pidana narkotika semakin hari semakin meningkat dan bahkan bukan 
hanya dikalangan masyarakat menengah kebawah. Berdasarkan hal 
tersebut diatas, maka menjadi alasan penulis untuk memilih judul  
                                                          
 4Awaluddin Marwan.  2013. Satjipto Raharjo Sebuah Biografi Intelektual & 
Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif. Thafa Media: Semarang, hlm 262 
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“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 127 HURUF 
(a) UNDANG UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA 
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 
GOLONGAN 1 ( Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN.Mam). 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalaah yang dikemukakan di atas,  
maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yanng akan 
dibahas dalam tulisan ini , yaitu: 
1. Bagaimanakah  penerapan materil Pasal 127 ayat 1 huruf (a) 
Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan 1…?  
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menerapan 
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009  
Tentang Narkotika dalam putusan nomor 
87/Pid.B/2014/PN.Mam…? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka  tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan materil Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) 
Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan 1. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam 
menerapkan Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang No 35 
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tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 dalam putusan nomor 
87/Pid.B/2014?PN.Mam 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Kegunaan  Secara Teoritis 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 
secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya 
pengetahuan yang berhubungan dengan tidak pidana narkotika 
2. Kegunaan Secara Praktis 
Diharapkan dari hasil  penelitian ini  dapat memberikan manfaat 
secara praktis bagi  penegak hukum dalam praktik pengambil 


















A. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah  tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu strafbaar  feit.  Walaupun istilah ini 
terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikinan juga WvS Hindia 
Belanda  (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa 
yang dimakasud  stratbaar feit itu. oleh karena itu, para ahli hukum  
berusaha untuk memberikan arti dan istilah tersebut. Sanyangnya 
sampai kini belum ada keseragaman pendapat  
Menurut  Amir Ilyas S.H.  
“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 
pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari 
peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, 
sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah 
dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 
istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.5 
                                                          
 5Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education: Yogyakarta 
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Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari eropa (barat) 
dan dari dalam negeri mengenai pengertian strafbaar feit. Antara 
lain sebagai berikut: 
1. Menurut Simons, stafbaar feat, suatu tindakan melanggar hukum 
yang telah dilakukan dengan sengaja oleh  seseorang yang 
dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang 
dapat di hukum. 
2. Pompe, stafbaar feat ialah suatu pelanggaran norma (gangguan 
terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja 
telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya hukum. 
3. Hasewinkel Suringa, stafbaar feat ialah suatu perilaku manusia 
yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu  
pergaulan hidup tertentu dan diangggap sebagai perilaku yang 
harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan 
sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam 
undang-undang. 
4. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang 
melanggar larangan tersebut. 
12 
 
5. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah  
perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan 
yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan. 
6. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan definisi  tindak pidana 
berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat  dikenakan 
pidana. 
 Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, 
 
 Dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu 
diartikan, bahwa “ tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
telah dirumuskan oleh UU”. Hal ini didasarkan pada perumusan 
asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas 
“nullum delictum sine lege” dan sekaligus mengandung asas 
“sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis 
dan menurut yurisprudensi serta menrut rasa keadilan, diakui 
adanya asas “tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat 
melawan hukum (secara materil)” atau asas “sifat melawan 
hukum yang negative”.6 
 
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 
dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan sudut undang-
undang. Teotitis artinya pendapat para ahli hukum yang tercermin 
pada bunyi rumusannya sedangkan dari sudut undang-undang adalah 
bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak 
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan 
yang ada. 
1. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis  
                                                          
 6Barda Nawawi Arief. 2011. Kebijakan Hukum Pidana. Prenada Media Group: 
Semarang,  hlm 86 
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Adami Chazawi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari 
berbagai pendapat ahli hukum, seperti moeljatno, jinkers, dan 
scharvendijk. 
 
a. Moeljatno mengatakan bahwa unsur pidana meliputi: 
1. Perbuatan 
2. Yang dilarang; (oleh aturan hukum) 
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 
b.  R. Tresna  tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: 
1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) 
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
3. Diadakan tindakan pengukuhan. 
c. Jonkers, merinci unsur-unsur pidana sebagai berikut: 
1. Perbuatan (yang); 
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
4. Dipertanggungjawaban  
d. Sedangkan unsur yang dikemukakan oleh Schravendijk adalah: 
1. Kelakuan (orang yang) 
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
3. Diantacam dengan hukum; 




Walaupun rincian dari empat rumusan di atas tampak berbeda-
beda, namun pada hakikatnya ada peramaanya, yaitu tidak 
memisahkan antara unsur-unsur mengennai perbuatannya dengan 
unsur yang mengenai diri orangnya. 
2. Unsur-unsur Tindak pidana dalam Undang-Undang 
Menurut Lamintang “tindak pidana yang terdapat dalam kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat 
dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat 
dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subektif dan unsur 
objektif.8 
 Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud voornemen pada suatu perccobaan atau poging seperti 
yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP. 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya yang 
terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
                                                          
 7Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Raja Grafindo 
Persada: Jakarta, hlm 79 
8  P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,  PT  Citra  
Aditya Bakti: Bandung,  hlm  193 
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4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP; 
5. Perasaan takut dan stress seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Sementara unsur-unsur objek dari  suatu  tindak pidana sebagai 
berikut: 
Sifat melanggar hukum atau wedderrechtelijkheid; 
1. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas”  di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP 
2. Kausalitas,  yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
C. Penyalahgunaan Narkotika. 
Kebanyakan zat dalam narkotika sebenarnya digunakan untuk 
pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan, mulai dari 
keinginan untuk coba-coba, ikut trend/gaya, lambang status sosial, 
ingin melupakan persoalan, dan lain lain maka narkotika kemudian 
disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berlanjut akan 
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menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga 
kecanduan 
Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu kejahatan yang 
mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga 
terhadap masyarakat disekitar sosial, maka pendekatan teoritis dari 
penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah delik materil, 
sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku 
merupan delik formil. 
Istilah “penyalahgunaan” berasal  dari kata dasar “salah guna” 
yang artinya  melakukan sesuatu tak sebagaimana mestinya. Dalam 
kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan diidentifikasikan 
sebagai “proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”. Sementara 
Salim merumuskan “Penyalahgunaan adalah proses, cara, 
perbuatan, menyeleweng untuk melakuakan sesuatu yang tidak 
sepatutnya atau menggunakan  sesuatu tidak sebagaimana 
mestinya”. 
1. Pengertian Narkotika 
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah 
sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu 
bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara 
memasukkan kedalam tubuh. 
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Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah ‘narcotics” 
pada bidang farmasi, melainkan sama artinnya dengan “drug” 
yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek 
dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:9 
a. Mempengaruhi kesadaran 
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap 
manusia 
c. Pengaruh tersebut berupa: penenang, peransang, 
menimbulkan halusinasi, dan menimbulkan ketergantungan 
Narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti 
“terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Semula drugs 
diartikan sebagai jamu yang berasal dari bahan tetumbuhan 
yang dikeringkan, kemudian pengertiannya diperluas menjadi 
obat pada umumnya yang meliputi juga obat-obat yang dibuat 
secara sintetis. Sekarang istilah drugs digunakan secara sempit 
lagi, khususnya diartikan sebagai bahan yang psikpaktif yang 
digunakan di luar pengobatan. 
Pada awalnya di dalam peraturan perundang-undangan 
Indonesia, yakni undang-undang No. 9 tahun 1976 Tentang 
Narkotika belum memuat definisi tantang Narkotika secara 
umum, melainkan hanya menyebut dalam Pasal 1 ke-1. Bahan 
                                                          
 9Taufik Makaro, Suharsil, dan Moh. Zakky. 2003. Tindak Pidana Narkotika. 
Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 37 
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yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut 
yakni:10 
a. Tanaman pepaver, opium mentah, opium masak,opium obat, 
morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, 
kokaina, ekgonia, tanaman ganja, damar ganja; 
b. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina; 
c. Bahan-bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi 
sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai 
pengganti morfina atau kokaina yang ditapkan oleh Mentri 
Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya 
dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan 
seperti mofina atau kokaina. 
d. Campuran-campuraan bahan yang tersebut dalam huruf a,b, 
dan c.  
Terkait mengenai pengertian Narkotika Smith Kline dan 
French Clinical Staff membuat defenisi sebagai berikut: 
“Narcotics re drug whitch produce insebility or stipor due to 
their  depressent effect on the central nervous system 
inclueded in this definition are opium derivaties 
(morphine,codein,heroin) and syhthetic opiates 
(meperideine,methadone)”. 
“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat 
mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan 
                                                          
10Sudarto. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana. P.T. Alumni: Bandung, hlm 37 
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zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf 
seentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis 
candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis 
(meperdine, methadone)”.  
 Sedangkan definisi lainnya dari Biro Bea dan Cukai Amerika 
Serikat dalam buku “Narcotic Identification Manual” (1973) antara 
lain mengatakan: 
 “Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika ialah candu,ganja, 
cocaline, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-
benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, 
cocaine, dan termasuk juga Narkotika sintesia  yang 
menghasilkkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam 
Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant”.11 
Selanjutnya menurut  istilah kedokteran, narkotika adalah obat 
yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang 
berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan 
ronggga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau 
bengong yang lama dalam keadaan masih sadar menimbulkan 
adiksi atau kecanduan 
Di dalam undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Pasal 
1 Ayat 1 pengertian Narkotika adalah zat atau obat yanng bersal 
dari tanaman atau bukan tanaman, baik dari segi  sintetis 
maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
                                                          
11  Taufik Makaro, Suharsil, dan Moh Zakky. 2003. Tindak Pidana Narkotika. 
Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 18 
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menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam tiga golongan. 
2. Jenis-Jenis Narkotika 
Narkotika yang terbuat dari alam terdiri dari tiga bagian yaitu, 
cocain, ganja, candu atau opium dan morphine. 
a. Cocain 
Cocain adalah suatu alkoloida yang berasal dari 
daun/Erythoroxylon coca L. Tanaman tersebut banyak tumbuh 
di Amerika Selatan di bagian barat ke utara lautan teduh. 
Kebanyakan ditanam dan tumbuh di daratan tinggi Andes 
Amerika Selatan, khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga 
Ceylon, India, seolah-olah menyegarkan badan. Sebenarnya 
dengan mengunyah daun tanaman tersebut dapat merusak 
paru-paru dan melunakkan syaraf serta otot. Bunga 
Erythoxilon coca L, selalu bersusun berganda lima pada ketiak 
dau serta berwarna putih. 
Rasa dan bau erythroxylon Coca L seperti teh dan 
mengandung kokain. Daun tersebut sering dikunyah kerena 
sedap rasanya dan cocain yang sekarang ini pertama kali 
dibuat secara sintesis pada tahun 1855, di mana dampak 
yang ditimbulkan diakui dunia Kedokteran. Sumber 
penggunaan cocain yang terkenal adalah coca-cola yang 
diperkenalkan pertama kali John Pomberton pada tahun 1886 
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yang dibuat dari sirup kokain dan kafein. Namun karena 
tekanan publik, penggunaan koakin pada coca-cola dicabut 
pada tahun 1903. 
Dalam dunia Kedokteran, cocain dipergunakan sebagai 
anastensi (pemati rasa) lokal: 
 Dalam pembedahan pada mata, hidung, dan tenggorokan. 
 Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dangan cara 
menyemburkan larutan kokain. 
 Mengghilangkann rasa saat luka dibersihkan atau dijahit. 
Cara yang digunakan adalah menyuntik koakin subkutan. 
 Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan 
menyuntikkan kokain kedalam ruang ektradural bagian 
lumbal, anastensi lumbal 
b. Ganja 
Ganja berasal dari tanaman yang mudah tumbuh tanpa 
memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini tumbuh 
pada daerah beriklim sedang, pohonnya cukup rimbun dan 
tumbuh subur di daerah tropis. Dapat ditanam dan tumbuh 
secara liar di semak belukar. 
Di Indonesia sendiri Ganja (Cannabis Sativa) banyak 
tumbuh di Aceh dan daerah Sumatra lainnya, dan telah sejah 




Nama samaran ganja banyak sekali, misalnya: Indian 
Hemp,Rumput, Barang, Daun Hujau, Bangli, Bunga, Ikat, 
Labang, Jayus, Jun, Remaja di  Jakarta menyebutnya Gele 
atau Cimeng. Bagi pemakai dan sekarang dikalangan 
sebagian pemuda sering digunakan sebagai lambang 
pergaulan, sebab di dalam pemakaiaannya hampir selalu 
beramai-ramai karena efek yang ditimbulkan oleh ganja 
adalah kegembiraan sehingga barang itu tidak mungkin 
dinikmati sendiri. 
Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi kedalam 5 
bentuk, yaitu:12 
1. Berbentuk rokok lintingan disebut reefer 
2. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dijadikan 
rokok 
3.  Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk 
dijadiakan rokok 
4. Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melui 
hidung 
5. Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman 
seperti makjun. 
                                                          
12 Hari Sasangka, 2003. Narkotika dan Psykotropika Dalam Hukum Pidana. 
Mandar Maju: Bandung, hlm 50 
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Efek penggunaan ganja terhadap tubuh manusia telah 
banyak ditulis oleh ahli, efek tersebut lebih banyak buruknya 
dari pada baiknya. Penggunaan ganja sendiri lebih banyak 
tujuan yang salah dari pada tujuan penggunaan sebagai 
pengobatan. Efek penggunaan ganja menurut Franz Bergel, 
meliputi efek fisik dan psikis13. 
 
c. Opium/Candu 
Candu atau opium merupakan sumber utama dari 
narkotika alam. Narkotika berasal dari alkoida candu 
misalnya morphine, heroin. Berasal dari tanaman papaver 
somniferum merupakan sebutan yang diberikan oleh 
linnaeus pada tahun 1953, selain disebut sebut dengan 
papaver somniferum juga disebut dengan papaver nigrum 
dan pavot somnifere. 
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, maupun 
dalam lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 
tentang Narkotika jenis opium adalah sebagai berikut: 
1. Tanaman papafer somniferum L dan semua bagian-
bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya. 
                                                          




2. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, 
diperoleh dari buah tanamann papefer somniferum L 
yang hanya mengalami pengelolahan sekedar untuk 
pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan 
kadar morfinnya 
3. Opium masak terdiri dari 
a. Candu, hasil yang diperoleh dan opium mentah 
melalui suatu rentetan pengelolahan khususnya 
dengan pelarutan, pemesanan dan peragian dengan 
atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan 
maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang 
cocok untuk pemadatan. 
b. Jilicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa 
memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan 
daun atau bahan lain. 
c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengelolah jicing. 
Di lihat dari efeknya Narkotika  dibedakan menjadi tiga: 
1. Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan 
mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa 
tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan 
diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis 
narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya 
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seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang 
adalah Putaw. 
2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan 
kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, 
Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah 
Shabu-shabu dan Ekstasi. 
3. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi 
atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan 
berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan 
psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada jugayang diramu di 
laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah 
marijuana atau ganja.14 
3. Penggolongan Narkotika 
Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 
dijelaskan tentang penggolongan  narkotika sebagai berikut 
a. Narkotika Golongan 1 adalah narkotika yang dilarang dalam 
proses produksi dan/atau digunakan dalam  proses produksi 
kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui SK 
                                                          
 14Taufik Makaro, Suharsil, dan Moh. Zakky. 2003. Tindak Pidana Narkotika. 
Ghalia Indonesia: Jakarta 
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Mentri serta tidak digunakan dalam terapi, juga mempunyai 
potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.  
b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat 
pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 
digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan serta mempunyai  potensi tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. 
c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat 
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 
 
D. Dampak Penyalahgunaan Narkotika 
Dari penyalahgunaan Narkotika akan menimbulkan dampak yang 
negatif bagi penggunanya. Dampak penyalahgunaan Narkotika pada 
seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, 
kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, 
dampak kecanduan Narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun 
sosial seseorang. 
a. Dampak Fisik: 
1. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-  
kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi 
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2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) 
seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah 
3. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), 
alergi, eksim 
4. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi 
pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-
paru 
5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, 
suhutubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur 
6. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan 
padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi 
(estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi 
seksual 
7. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan 
antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan 
menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid) 
8. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya 
pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah 
tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat 
ini belum ada obatnya 
9. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over 
Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk 
menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian  
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b.  Dampak Psikis: 
1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah 
2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga 
3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal 
4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan 
5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh 
diri 
c. Dampak Sosial 
1.Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh 
lingkungan 
2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga 
3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram 
Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan 
fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila 
terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan 
dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk 
mengkonsumsi (sugest). Gejata fisik dan psikologis ini juga berkaitan 
dengan gejala sosial seperti dorongan untuk berbohong, mencuri, 









A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini ialah di Kabupaten 
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 
Sehubungan dengan data yang dibutuhkan dalam hal 
penyelesaian skripsi ini maka penulis menetapkan lokasi penelitian 
pada Pengadilan Negeri Mamuju. Pengumpulan data dan informasi 
akan dilaksanakan diberbagai tempat yang dianggap mempunyai data 
yang sesuai dengan objek yang akan diteliti seperti di Kejaksaan, 
Pengadilan, Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Barat dan lain sebagainya. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
lansung, dalam hal ini data yang terhimpun dari pihak yang terkait. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, 
berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan 
laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang 





C. Jenis penelitian 
1. Penelitian Pustaka (Liberary research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel, serta sumber bacaan lainnya yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primmer dan data 
sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian. 
2. Penelitian Lapapngan (Field Research) 
Penelitian ini dilaksanakan lansung dilokasi ppenelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan lansung dengan penelitian ini. 
D. Analisis Data 
 Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil 
penelitian, menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, 
yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yanng 
deskriktif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis 
atau lisan dan prilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Penerapan materil Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam putusan NO. 
87/Pid.B/2014/PN.Mam 
Dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana di pengadilan, 
hakim mencari dan membuktikan hukum pidana materil berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hakim memegang 
teguh pada surat dakwan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, 
apabila dalam surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun 
kekeliruan, maka hakim akan kesulitan mempertimbangkan dan menilai 
serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika golongan I. Dalam tulisan ini terlebih dahulu penulis membahas 
mengenai posisi dalam putusan perkara nomor 87/Pid.B/2014/PN.Mam. 
1. Posisi Kasus 
Adapun posisi kasus dari perkara putusan no 
87/Pid.B/2014/PN.Mam, yang dianalisis dari pengakuan terdakwa, 
keterangan saksi dan hasil pemeriksaan ditingkat penyidik, penuntut 
umum dan pemeriksaan dalam persidangan maka dapat diketahui. 
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Bahwa terdakwa Dawahong Alias Bapak Delpi Bin Jawase pada 
hari jumat tanggal 13  Desember 2013 sekitar jam 23.30 wita atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember 2013 
bertempat di Jalan Poros Mamuju-Palu di dusun bunde desa tarailu 
Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada 
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melwan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut mentransito narkitika golongana I bukan 
tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara seperti 
berikut. 
Telah terjadi tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum  
membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika golongan I 
bukan tanaman. Pada waktu itu terdakwa melewati Polsek Prarulan 
Sampaga yang di mana sedang dilaksanakan Razia (Oprasi Cipta 
Kondisi) oleh anggota Kepolisian. Pada saat terdakwa melintas, 
terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan lansung 
melakukan pemeriksaan dan menemukan satu buah pembungkus 
Marlboro merah yang berisikan shabu dibawah sadel motor yag 
dikendarai terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan beserta 
dengan alat bukti oleh anggota kepolisian. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
 Kasus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
golongan I Putusan nomor 87/Pid.B/ 2014/PN.Mam yang dilakukan 
33 
 
oleh terdakwa di dakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yakni Pasal 
115 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. 
Dakwaan alternatif terdiri dari dakwaan Primer dan Subsider, 
kelebihan dari dakwaan jenis ini adalah ketika dalam dakwaan primer 
tidak terbukti maka terdakwa dapat dijerat dengan dakwaan subsider 
yang berarti bahwa kemungkinan terdakwa untuk lepas dari jeratan 
hukum sangat kecil. 
Dakwaan primer 
Bahwa terdakwa Dawahong Alias Bapak delpi Bin Jawase 
pada hari jumat tanggal 13  Desember 2013 sekitar jam 23.30 wita 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember 2013 
bertempat di Jalan Poros Mamuju-Palu di dusun bunde desa tarailu 
Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya 
pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum 
membawa, mengirim, mengangkut mentransito narkitika golongan I 
bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara 
seperti berikut. 
  Berawal ketika terdakwa Dawahong Alias Bapak Delpi Bin Jawase 
mau mengantarkan bensin kepada Agus kerena kehabisan bensin, 
begitu terdakwa melihat banyak polisi yang melakukan razia 
kemudian terdakwa melintas yang selanjutnya terdakwa ditahan 
oleh anggota polisi dan terdakwa ditanya “mau kemana” sehingga 
terdakwa mengatakan mau mengantarkan bensin untuk agus, 
selanjutnya terdakwa dipersilahkan lewat oleh anggota polisi, pada 
saat terdakwa di depan PLN dan bertemu Agus dan memberikan 
bensin yang terdakwa bawa, selanjutnya setelah terdakwa 
membawa bensin untuk Agus terdakwa kembali dan melintas di 
depan Polsek Prarural Sampaga, terdakwa kembali ditahan oleh 
anggota kepolisian dan lansung melakukan pemeriksaan dan 




 Selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota kepolisan sampaga 
kerena dibawah sadel motor yang dikendarai oleh terdawa 
ditemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan 
rokok merk Marlboro merah pada saat anggota kepolisian 
gabungan polsek melaksanakan Operasi Cipta Kondisi oleh Roni 
Rombe Sallata dan Dirvan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 
2013 di Jalan Pasar Mamuju palu desa tarailu Kecamatan 
Sampaga Kabupaten Mamuju lalu terdakwa menunjuk Agus yang 
juga berada kebetulan di TKP sebagai pemilik Narkotika jenis 
Shabu tersebut sehingga Agus juga ikut diamankan pada waktu itu. 
 Bahwa setelah di introgasi terdakwa mengatakan shabu tersebut 
bukan miliknya karena terdakwa mengetahui kalau satu buah 
pembungkus rokok Marlboro merah yang dimasukkan oleh Agus 
kedalam sadel sepeda motor terdakwa berisi narkotika jenis shabu 
karena Agus tidak mau membawanya karena takut diperiksa oleh 
polisi sehingga Agus seakan-akan memaksa terdakwa untuk 
membawa satu buah pembungkus rokok Marlboro merah yang 
dimasukkan oleh Agus ke dalam sadel sepeda motor terdakwa 
yang kemudian terdakwa ketahui ternyata berisi narkotika jenis 
shabu. 
 Bahwa setelah dilakukan introgasi kepada terdakwa adalah 
seorang wiraswasta dan tidak berwenang untuk membawa atau 
mengangkut nerkotika tersebut karena narkotika hanya 
diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi atau pelayanan kesehatan. 
 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 
barang bukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar 
golangan I nomor  61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Berita 
Acara Pemeriksaan  Laboratorium Kriminalistik No Lab: 
1999/NNF/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh antara lain Dra. Sugiharti di periksa pada 
Lab.Forensik Cabang Makassar; 
Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia 




Bawa terdakwa Dawahong Alias Bapak Delpi Bin Jawase pada 
waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam 
dakwaan primer diatas “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 
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bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal 
bening dengan berat 0.2081 gram dan 10 (sepuluh) paket pipet 
plastic putih dengan berat 0.5255 gram yang diduga mengandung 
metamfetaminna yang bisa disebut shabu-shabu. Perbuatan 
terdawa tersebut dilakukan dengan cara atau rangkaiaan perbuatan 
sebagai berikut: 
 Berawal ketika terdakwa mau mengantarkan bensin kepada 
Agus karena kehabisan bensin begitu terdakwa melewati Polsek 
Prarulan Sampaga terdakwa melihat banyak polisi yang 
melakukan razia kemudian terdakwa melintas yang selanjutnya 
terdakwa ditahan oleh anggota polisi dan terdakwa ditanya “mau 
kemana” sehingga terdakwa mengatakan mau mengantarkan 
bensin untuk Agus, selanjutnya terakwa dipersilahkan lewat oleh 
anggota polisi. Pada saat terdakwa di depan PLN dan bertemu  
dan memberikan bensin yang terdakwa bawa, selanjutnya 
setelah terdakwa membawa bensin untuk Agus terdakwa 
kembali dan melintas di depan Polsek Prarural Sampaga, 
terdakwa kembali ditahan oleh anggota kepolisian dan lansung 
melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah 
pembungkus Marlboro merah yang berisikan shabu sehingga 
penyidik saksi Dirvan dan saksi Roni Rombe Sallata tidak 
mengetahui berapa banyak shabu yang ditemukan di bawah 
sadel motor terdakwa dan yang saksi ketahui di dalam kemasan 
Marlboro merah pada waktu dibuka oleh Brigpol Roni, saksi  
Dirvan sempat melihat isinya yakni sebuah sachet bening yang 
di dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih dan nanti 
setelah barang bukti tersebut dibuka dan diperiksa oleh Kapolsek 
Pra Rulal sampaga, baru saksi tahu kalau jumlahnya sebnyak 10 
(sepuluh) paket kecil yang terbuat dari pipet bening yang di 
dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang dibungkus 
dengan kemasan rokok merk Marlboro merah; 
 Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian 
Sampaga karena di bawah sadel motor yang dikendarai oleh 
terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu yang dibingkus 
dengan kemasan rokok merk Marlboro merah pada saat anggota 
kepolisian gabungan Polsek melaksanakan Operasi cipta Kondisi 
oleh Roni Rombe Sallata dan Dirvan pada hari jumat tanggal 13 
Desember 2013 di Jalan Pasar Mamuju-Palu desa Tarailu 
Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, lalu terdakwa 
menunjuk Agus yang juga  kebetulan berada di TKP ( Tempat 
Kajadian Perkara) sebagai pemilik narkotika jenis shabu tersebut 
sehingga Agus juga ikut diamankan pada waktu itu; 
 Bahwa setelah diintrogasi terdakwa mengatakan bahwa shabu 
tersebut bukan miliknya karena terdakwa mengetahui kalau 1 
(satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah yang 
dimasukkan Agus kedalam sadel sepeda motor terdakwa berisi 
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narkotika jenis shabu karena Agus tidak mau membawanya 
karena takut diperiksa oleh polisi sehingga Agus seakan-akan 
memaksa terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah pembungkus 
rokok Marlboro merah yang dimasukkan oleh Agus ke dalam 
sadel sepeda motor terdakwa yang kemudian terdakwa ketahui 
ternyata berisi narkotika jenis shabu. 
Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan  diancam pidana 
dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Kedua 
Bahwa terdakwa Dawahong Alias Bapak Delpi Bin Jawase pada hari 
kamis tanggal 12 Desember 2013 sore hari atau atau setidak-
tidaknya dalam waktu lain  dalam bulan Desember 2013 bertempat di 
rumah Agus di desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten 
Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih 
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah 
menggunakan narkotika golongan 1, berupa 1 paket sachet plastik 
bening yang berisi kristal bening yang diduga mengandung 
Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu. Perbuatan tersebut 
terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut: 
 Berawal dari waktu dan tempat di atas, terdakwa menggunakan 
narkotika jenis shabu bersama-sama Agus yang terdakwa beli 
dari Agus 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000 (dua ratus 
lima puuh ribu rupiah) dan belum terdakwa bayar kemudian 
terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket dan alat hisapnya 
tersebut bersama-sama  Agus bertempat di rumah Agus dan 
pada saat pertama dibakarkan oleh Agus dan selanjutnya 
terdakwa yang bakar sendiri sehingga perasaan terdakwa 
setelah mengkonsumsi shabu tersebut badan tidak merasa 
capek, stres menjadi hilang dan merasa segar kembali. 
 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium terhadap 
urine dan darah terdakwa Dawahong Alias Bapak Delpi Bin 
Jawase positif mengandung Metamfetamina sesuai berita acara 
pemeriksaan Lab. No.1999/NNF/XII/2013, tanggal 17 Desember 
2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti pemeriksa pada 
pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. 
Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan memenuhi unsur 
yang diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) undang-undang 





Dalam membuktikan dakwaannya,Penuntut umum membuktikan 
dakwaannya dengan mengajukan alat bukti dab barang bukti yakni 
sebagai berikut: 
a. Alat Bukti 
Dalam proses pradilan yang telah diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum acara Pidana Pasal 183 menyatakan 
bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah, yang dimana alat bukti yang sah yang dimaksud adalah 
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 
Dalam kasus ini, alat bukti yang diperhadapkan kepengadilan 
ialah keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana 
berikut: 
1. Keterangan Saksi 
  Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil 
dakwaannya Penuntut Umum telah mengaukan saksi Roni 
Rombe Sallata, Saksi Dirvan, Saksi Agus Ambo Lau alias 
Agus Bin Ambo Lau,  yang telah didengar keterangannya 




a. Keterangan Saksi  Roni Rombe Sallata 
 Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 
Desember 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di 
poros Mamuju Palu di Dusun Bunde, Desa Tarailu, 
Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. 
 Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama 
bersama dengan saksi Agus karena telah ditemukan 
narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam 
kemasan rokok Marlboro. 
 Bahwa pada waktu itu saksi ikut melaksanakan 
operasi cipta kondisi. 
 Bahwa shabu-shabu tersebut saksi temukan di bawah 
sadel motor terdakwa. 
 Bahwa yang melihat saksi menemuka shabu-shabu 
adalah saksi Dirvan dan anggota masyarakat yang 
bernama Mas Joko 
 Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah paket 
shabu yang ditemukan di bawah sadel sepeda motor 
terdakwa karena pada waktu itu saksi hanya 
membuka kemasan rokok dan melihat isinya 
kemudian menyerahkannya kepada Kapolsek Prarural 
Sampaga. 
 Bahwa menurut terdakwa saat itu pemilik shabu-
shabu tersebut adalah Agus yang juga berada 
ditempat kejadian. 
 Bahwa pada waktu itu terdakwa dengan Agus tidak 
bersama karena Agus saat mengendarai Mobil 
Avanza dan berhenti tepat di jalan tempat operasi 
cipta kondisi dilaksanakan. 
 Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa tidak memiliki ijin 
ntuk memiliki shabu-shabu 
 Bahwa saksi membenarkan  barang bukti yang 
diperlihatnkan di pengadilan 
 
b. Keterangan Saksi Dirvan 
 Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 
Desember 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di 
poros Mamuju Palu di Dusun Bunde, Desa Tarailu, 
Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. 
 Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama 
bersama dengan saksi Agus karena telah ditemukan 
narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam 
kemasan rokok Marlboro. 
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 Bahwa pada saat itu saksi ikut melaksanakan operasi 
cipta kondisi. 
 Bahwa shabu-shabu tersebut saksi temukan di bawah 
sadel sepedah motor terdakwa dalam bungkusan 
rokok Marlboro. 
 Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah paket 
shabu yang ditemukan di bawah sadel sepeda motor 
terdakwa karena pada waktu itu saksi hanya 
membuka kemasan rokok dan melihat isinya 
kemudian menyerahkannya kepada Kapolsek Prarural 
Sampaga. 
 Bahwa menurut terdakwa shabu tersebut milik Agus 
yang juga berada di tempat kejadian. 
 Bahwa pada waktu itu terdakwa dengan Agus tidak 
bersama karena Agus saat mengendarai Mobil 
Avanza dan berhenti tepat di jalan tempat operasi 
cipta kondisi dilaksanakan. 
 Bahwa saksi yang menghentikan Agus pada waktu 
operasi cipta kondisi. 
 Bahwa pasa waktu Agus berhenti dilakukan 
penggeledahan di atas mobilnya tetapi tidak 
ditemukan sesuatu yang ada kaitannya dengan 
narkotika. 
 Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa tidak memiliki ijin 
ntuk memiliki shabu-shabu. 
 Bahwa saksi membenarkan  barang bukti yang 
diperlihatnkan di pengadilan. 
 
c. Keterangan saksi Agus Ambo Lau Alias Agus Bin Ambo 
Lau 
 Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 
Desember 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di 
poros Mamuju Palu di Dusun Bunde, Desa Tarailu, 
Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. 
 Bahwa saksi diamankan oleh anggota kepolisian 
karena ditunjuk terdakwa sebagai pemilk sabu-sabu 
 Bahwa saksi tahu sabu-sabu ditemukan di bawah 
sadel sepeda motor terdakwa 
 Bahwa pada saat itu terdakwa berada di tempat 
kejadian operasi cipta kondisi polisi, karena pada saat 




 Bahwa saksi tidak pernah membuat jani dengan 
terdakwa untuk bertemu di tempat kejadian. 
 Bahwa pada saat itu saksi sempat digeledah bersama 
dengan mobil saksi namun tidak ditemukan sabu-
sabu. 
 Bahwa pada malam itu mobil saksi kehabisan bensin 
lalu saksi menelpon istri saksi untuk dantarkan bensin, 
namun tidak lama kemudian dating terdakwa dengan 
membawa bensin ukuran lima liter. 
 Bahwa setelah saksi mengisi bensin,jerigen saksi 
berikan kepada terdakwa kemudian saksi naik ke 
mobil sedangkan terdakwa kembali ke sepeda 
motornya dan masing-masing berangkat. 
 Bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya kepada 
terdakwa mengenai adanya operasi cipta kondisi dan 
terdakwa menjawab bahwa memang sedang 
dilakukan operasi cipta kondisi 
 Bahwa saksi pernah menggunakan sabu-sabu 
bersama dengan terdakwa 
 Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari seorang laki-laki 
yang saksi tidak tahu namanya, hanya satu kali 
bertemu waktu itu. 
 Bahwa saksi membeli paket kecil sabu-sabu dengan 
harga Rp. 200.000, ( dua ratus ribu rupiah) 
 Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu sejak 6 bulan 
yang lalu 
 Bahwa saksi pernah menggunakan sabu-sabu dengan 
terdakwa sekitar satu bulan yang lau 
 Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan 
menggunakan sabu-sabu 
 Bahwa adapun cara menggunakan sabu-sabu adalah 
dengan menyiapkan pireks, pipet, korek api, botol 
minuman ringan dan karet, lalu sabu-sabu 
dimasukkan kedalam pireks kemudian dibakar sampai 
mencair kemudian didiamkan sampai membeku 
kembali, setelah itu pireks dihubungkan dengan botol 
minuman dengan menggunakan karet setelah itu pipet 
dimasukkan ke tutup botol yang telah beri lubang lalu 
pireks kembali dibakar dan setelah itu asapnya yang 
keluar dihisap seperti orang yang sedang merokok. 





2. Keterangan Terdakwa Dawahong Alias Bapak Delpi Bin 
Jawase. 
Selain mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa 
juga merupakan salah satu unsur yang tidak kalah pentingnya 
dalam hal memutus perkara di pengadilan. Adapun 
keterangan terdakwa yang telah dikemukakan di depan 
persidangan iaah sebagai berikut: 
 Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dalam 
masalah narkotika, 
 Bahwa terdakwa tidak dipaksa pada saat diperiksa di 
penyidik, 
 Bahwa terdakwa membaca berita acara pemeriksaan 
sebelum bertandatangan dan membenarkan berita acara 
tersebut, 
 Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 
Desember 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di 
jalan poros Mamuju-Palu di Dusun Bunde, Desa Tarailu, 
Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Tengah, 
 Bahwa pada waktu itu sedang dilakukan operasi cipta 
kondisi oleh anggota kepolisian,  
 Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi dari 
Polres Mamuju karena telah ditemukan sabu-sabu 
dibawah sadel sepeda motor terdakwa,  
 Bahwa pada malam itu terdakwa menggunakan sepeda 
motor Jupiter MX warna hitam nomor polisi DC 2752 VA, 
 Bahwa sabu-sabu tersebut berada di bawah sadel 
sepeda motor terdakwa oleh karena Agus sendiri yang 
memasukkannya ke dalam sadel sepeda motor 
terdakwa, 
 Bahwa awalnya terdakwa berada dirumah saksi Agus, 
lalu ada telpon dari saksi Agus kepada istrinya kalau dia 
kehabisan bensin sehingga terdakwa berniat menolong 
dan mengantarkan lima liter bensin, setelah tiba bensin 
diisi oleh Agus kedalam mobilnya, kemudian sisanya diisi 
ditangki sepeda motor terdakwa, 
 Bahwa pada waktu mengisi ke sepeda motor, saksi Agus 
langsung memasukkan sabu-sabu yang dibungkus 
dengan bungkusan rokok Marlboro merah dan 
menyimpannya disadel sepeda motor terdakwa,  
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 Bahwa pada waktu itu saksi Agus sempat bilang kalau 
sabu-sabu di terdakwa maka polisi tidak akan curiga dan 
memeriksanya oleh karena terdakwa sudah lewat di 
tempat operasi cipta kondisi tersebut, 
 Bahwa terdakwa tahu kalau yang dimasukkan kedalam 
sadel sepeda motor tersebut adalah sabu-sabu,  
 Bahwa pada waktu itu terdakwa sempat menyampaikan 
kepada saksi Agus Ambo kalau didepan sedang 
dilakukan operasi cipta kondisi, 
 Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah 
menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi Agus, 
 Bahwa sabu-sabu yang ditemukan polisi adalah untuk 
digunakan bersama dengan saksi Agus Ambo, 
 Bahwa terdakwa pernah membeli sabu-sabu kepada 
saksi Agus dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah) dan digunakan bersama Agus di 
rumahnya, 
 Bahwa awalnya terdakwa hanya dibakarkan saja, namun 
setelah beberapa lama terdakwa sendiri yang 
membakarnya, 
 Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi adalah 
milik Agus, 
 Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi 
sabu-sabu, 
 Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di 
persidangan, 
 Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga,  
 Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, 
 Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali 
perbuatannya.   
 
3. Barang Bukti  
Barang bukti dalam pembuktian di depan persidangan 
merupakan salah satu unsur  yang cukup penting dalam 
mendukung keterangan saksi yang di mana barang bukti juga 
dapat menjadi salah satu faktor dapat dipidanya seseorang 
atau tidak. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), tidak menyebutkan secara jelas 
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mengenai apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun 
dalam prakteknya barang bukti selalu dikaitkan dengan 
barang  dari terdakwa yang disita, ditagih ataupun dirampas 
demi kepentingan penyidikan dan pembuktian di depan 
pengadilan baik dikembalikan maupun tidak, seperti yang di 
dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf (a, b, c, d dan e) dan 2 KUHAP 
sebagai berikut: 
Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
1. Ayat 1 
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang 
seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak 
pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana 
b. Benda yang telah dipergunakan secara lansung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk 
mempersiapkannya 
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana 
d. Benda yang khusus dibuat  atau diperuntukkan 
melakukan tindak pidana 
e. Benda yang mempunyai hubunhan lansung dengan 
tindak pidana yang dilakukan 
2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata 
atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan 
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penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana 
sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) 
Berdasarkan Pasal tersebut, dan untuk memperkuat 
dakwaannya, penuntut umum memperlihatkan bukti dimuka 
pengadilan yaitu berupa: 
1. 10 (Sepulu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan 
berat 0.5255 gram. 
2. 1 (satu) sachet pelastik bening berisikan sabu-sabu 
dengan berat 0,2081 gram 
3. Satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna hitam 
dengan nomor polisi DC 2752 
4. Hasil uji Laboratorium forensic Polri Cabang Makasaar 
Nomor Lab: 1999/NNF/XII/2014, yang enerangkan bahwa 
urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan 
terdaftar dalam jenis narkotika golongan 1.  
4.Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam berita acara 
persidangan dan ketentuan dalam perundang-undangan, maka 
Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini menuntut supaya Majelis 




1. Menyatakan terdakwa Dawahong Alias Bapak Delpi Bin Jawase 
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ 
menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendri” 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  dakwaan 
ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 
2009 tentang Narkotika; 
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Dawahong Alias Bapak 
Delpi Bin Jawase dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
dan 6 (enam) bulan dikurangka seluruhnya dengan masa 
tahanan yang telah dijalani dengan perintah penahanan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu 
- 1 (satu) peket/sachet yang berisi narkotika jenis sabu 
Dirampas untuk dimusnakan 
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam 
DC 2752 VA; 
Dikembalikan kepada terdakwa 
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah 
 
5.  Analisis  
  Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini ialah kasus 
Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh seorang warga 
Kabupaten Mamuju yang bernama Dawahong Alias Bapak Delpi 
Bin Jawase. Berdasarkan berita acara, terdakwa tertangkap 
tangan sedang membawa narkotika golongan I jenis shabu pada  
Operasi Cipta Kondisi yang dilakukan oleh Kepolisian dari 
kesatuan Polsek Prarulan Sampaga. Tertangkap tangan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 19 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu sebagai 
berikut: 
“tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan 
tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat 
tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan 
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oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau 
apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang 
diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak 
pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau 
turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”. 
 
Setelah tertangkap sedang membawa narkotika jenis sabu, 
terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Sampaga, 
kemudian dari keterangan penyidik terdakwa ditahan pada tanggal 
19 Desember 2013 untuk kepentingan penyidikan. 
Dalam kasus ini, terdakwa dihadapkan dihadapan persidangan 
dengan didampingi oleh seorang Advokat/Penasehat hukum yang 
bernama Muh Natsir Laungku, SH. Terdakwa didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan alternative yakni didakwa dengan dakwaan 
primer melanggar Pasal 115 Ayat (1) dan dakwaan subsider yakni 
melanggar Pasal 112 Ayat (1) serta Pasal 127 Ayat (1) huruf a. 
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Dakwaan alternatife  
terdiri dari dakwaan Primer dan Subsider, kelebihan dari dakwaan 
jenis ini adalah ketika dalam dakwaan primer tidak terbukti maka 
terdakwa dapat dijerat dengan dakwaan subsider yang berarti bahwa 
kemungkinan terdakwa untuk lepas dari jeratan hukum sangat kecil. 
Berdasarkan berita acara persidangan, Penuntut Umum menuntut 
terdakwa dengan dakwaan Alternatif kedua yakni melanggar Pasal 
127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika yang unsurnya ialah sebagai berikut: 
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d. Unsur Setiap Orang 
Menurut ilmu hukum pidana, setiap orang adalah setiap 
subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang daripadanya 
dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini 
terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ialah Dawahong Alias 
Bapak Delpi Bin Jawase yang dimana identitas yang termuat 
didalam surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa membenarkan 
dan tidak ditemuinya alasan pemaaf pada diri terdakwa serta 
selama dalam persidangan terdakwa mampu menjawab semua 
pertanyaan yang diajukan oleh hakim, penuntut umum dan 
penasehat hukum sehingga terdakwa dianggap orang yang sehat 
jasmani dan rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. 
Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “barang siapa” telah 
dianggap sesuai dan telah terpenuhi. 
e. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri 
Bahwa dalam rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman , baik sintesis atau semi sintesis yang 
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan 
dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam tiga 
golongan. 
Bahwa selanjutnya dalam uraian Pasal 1 Angka 15 Undang-
Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa 
“penyalahgunaan narkoika adalah orang yang menggunakan 
narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 
Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau 
tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang 
memberikan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum 
adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-
undang. 
Bahwa berdasarkan uji laboratorium forensic Polri Cabang 
Makassar nomor Lab: 1999/NNF/XII/2014 tertanggal 17 Desember 
2013 dengan hasil darah dan urine terdakwa fositif mengandung 
Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1. 
Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah pernah beberapakali 
menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi Agus Ambo di 




Berdasarkan hal di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa 
unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah diangap terbukti oleh 
penuntut umum yang dimana terdakwa Dawahong Alias Bapak Delpi 
Bin Jawase telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana 
diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang 
No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Sesuai dengan berita acara dalam persidangan, yang 
menerangkan sejak awal mula terdakwa ditahan oleh kepolisian pada 
tanggal 13 Desember 2013, kemudian terdakwa dihadapkan di 
hadapan persidangan sampai pada pembacan tutuntutan oleh 
Penuntut Umum, penulis beranggapan bahwa mekanisme dalam 
penerapan materil  Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang No 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika telah sesuai prosedur perundang-
undangan. Meskipun demikian, penulis beranggapan berdasarkan 
fakta dan penulis analisa dalam kasus ini penuntut umum keliru dalam 
memilih pasal dalam tuntutannya karena menurut penulis yang paling 
sesuai dan memenuhi unsur dalam kasus tersebut adalah dakwaan 
Primer Pasal 115 Ayat (1)  yakni terdakwa tertangkap tangan sedang 
membawa narkotika jenis sabu bukan miliknya dengan maksud untuk 




B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penerapan Undang-Undang 
No 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat 1 Huruf (a) Dalam Putusan 
Nomor 87/Pid.B/2014/PN.Mam 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Dalam menjatuhkan putusan  pada perkara nomor 
87/Pid.B/2014/PN.Mam, terdakwa dihadapkan ke persidangan 
berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut 
umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang mana 
terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan 
alternatife yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 115 Ayat (1) 
dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 
Tentang Narkotika. 
Putusan hakim merupakan puncak dari penyelesaiaan kasus 
dipengadian, yang dimana dengan adanya putusan hakim maka 
status terdakwa akan beralih menjadi terpidana. Namun dalam 
setiap pengambilan keputusannya atau sebelum mengambil 
keputusan yang bersifat inkra, hakim harus mencermati dengan 
baik tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan 
memperhatikan sejumlah barang bukti yang ada di dalam 
persidangan dan disertai dengan keyakinannya setelah itu 
mempertimbangan dan memberikan penilaian yang berkaitan 
dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan 
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kesimpulan berupa penetapan putusan dengan menetapan sanksi 
pidana yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. 
Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti 
diperoleh fakta-fakta hokum sebagai berikut: 
a. Menimbang bahwa terdakwa terdakwa diperhadapkan di 
pengadilan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan 
Alternatif sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu melanggar 
Pasal 115 Ayat (1), Pasal 112  Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) 
huruf a Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika 
b. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, 
terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan; 
c. Meimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya 
Penuntut umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang 
telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah yakni saksi 
Roni Rombe Sallata, saksi Dirvan, saksi Agus Ambo Lau Alias 
Agus Bin Ambo Lau yang sebagaimana selengkapnya termuat 
dalam berita acara persidangan; 
d. Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan 
keterangan saksi-saksi; 
e. Menimbang, bahwa di depan persidangan, majelis hakim telah 
mendengar keterangan terdakwa sebagaimana yang termuat 
selengkapnya dalam berita acara; 
f. Menimbang bahwa selain mendengar keterangan saksi-saksi 
dan terdakwa, Majelis Hakim telah membaca dan 
memperhatikan surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium 
kriminalastik No. Lab. 1999/NNF/XII/2013. 
g. Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah 
melihat dan memperhatiakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) 
paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket besar narkotika 
jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor  yang digunakan 
terdakwa; 
h. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperhadapkan 
di persidangan, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa; 
i. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis 
Hakim telah menemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-
saksi, keterangan terdakwa, surat berupa hasl Laboratorium 
Forensik Kriminalistis dan dihubungkan pula dengan barang 
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bukti yang dimana setelah alat bukti tersebut dihubungkan  dan 
telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya dan telah dinilai 
cukup kebenarannya; 
j. Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah pernah 
beberapa kali menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi 
agus, yang di rumah saksi Agus; 
k. Menimbang, bahwa sebgaimana fakta di dalam persidangan 
diketahui terdakwa dan saksi Agus Ambo Lau terbukti 
menggunakan/mengkonsumsi Narkotika tanpa izin dari pihak 
yang berwenang; 
l. Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, majelis hakim 
tidak menemukan hal yag dapat melepaskan terdakwa dari 
pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar 
atau alasan pemaaf; 
m. Menimbang bahwa sebelum mejatuhan pidana terhadap diri 
terdakwa, maka perlu diperhatikan hal yang memberatkan dan 
meringankan yakni sebagai berikut: 
Hal-hal yang memberatkan 
 Terdakwa tidak mendukung program pemerinah  dalam 
rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika; 
Hal-hal yang meringankan 
 Terdakwa belum pernah dihukum; 
 Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui 
perbuatannya 
 Terdakwa memiliki tanggungan keluarga 
 Terdakwa menyesali perbuatannya  dan berjanji  tidak 
akan mengulanginya; 
Setalah majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa yang 
diperhadapakan persidangan betul-betul bersalah karena 
melakukan hal yang dilarang dalam undang-undang yakni undang-
undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan 
menggunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dan setelah 
majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan 
pembenar yang dapat membebaskan terdakwa. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ngurah Taruna 
Wiradhika SH.MH (salah satu hakim yang mengadili perkara ini) 
tertanggal juni 2016 beliau mengatakan: 
“Barang bukti yakni narkotika golongan 1 jenis sabu  yang dimiliki 
oleh terdakwa beratnya tidaklah terlalu banyak yakni 0,2081 dan 
0,5255. Terdakwa juga baru pertama kali melakukan kesalahan. Di 
dalam persidangan walaupun terdakwa mengetahui bahwa barang 
yang dibawanya yang diberikan oleh Agus merupakan sabu, namun 
hal itu tidak  diterangkan oleh saksi. Dari keterangn saksi dan 
terdakwa bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan 
narkotika jenis sabu dan ditambah hasil tes Laboratorium yang 
menyatakan bahwa terdakwa positif menggunakan narkotika 
golongan I. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim mejatuhkan 
putusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a kepada terdakwa dikarenakan 
pasal tersebut dianggap  lebih tepat berdasarkan hasil pembuktian 
di persidangan’’. 
Hal inilah yang dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam 
memutuskan perkara dengan memberikan putusan yang akan dijalani 
oleh terdakwa yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan memberikan 
pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan yang tertuang dalam amar 
putusan Pengadilan Mamuju dengan amar putusan Nomor. 
87/Pid.B/2014/PN.Mam sebagai berikut: 
Amar Putusan 
Berdasarkan amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa 
terdakwa terbukti bersalah dan memutus: 
1. Menyatakana terdakwa Dawahong Alias Bapak Delpi Bin Jawase 
tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana  Meyalahgunakan Narkotika golongan I bagi 
diri sendiri; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan); 
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3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap berada dalam 
tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
 10 (sepuluh) paket/kecil narkotika jenis sabu; 
 1 (satu) paket/sachet berisi narkotika jenis sabu; 
Dirampas untuk dimusnakan 
 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam DC 2752 VA 
dikembalikan kepada terdakwa; 
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 
2000,- (dua ribu rupiah); 
 
 
2. Komentar Penulis 
Dalam kasus ini, mejelis hakim telah melakukan mekanisme 
yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), yakni sebelum majelis hakim meyatakan pendapat dan 
pertimbangannya dalam menjatuhkan vonis  yang berupa penjatuhan 
sanksi pidana kepada terdakwa yang bersalah, terlebih dahulu 
majelis hakim melakukan tahapan pembuktian dimuka persidangan. 
Berdasarkan Pasal 183 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seseorang tanpa adanya dua alat bukti yang sah yang dapat  
menjadi landasan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang dibawah 
kemuka persidangan benar-benar melakukan perbuatan 




Sebelum penulis berkomentar lebih jauh mengenai putusan 
hakim tersebut, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan 
pasal dan unsur-unsurnya yang didakwakan oleh Penuntut Umum 
serta hasil wawancara penulis dengan hakim yang memutus perkara. 
Pasal dan Unsur-unsur tersebut ialah sebagai berikut: 
a. Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum 
1. Dakwaan Primer  (Pasal 115 Ayat (1) 
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 ( delapan miliar rupiah). 
Unsur-unsur pidana yang ada di dalam pasal tersebut ialah: 
a. Setiap orang yang tanpa hak atau; 
b. Melawan hukum 
c. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika 
Golongan I 
2. Dakwaan subsideir pertama Pasal 112 Ayat (1) 
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I 
bukan tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun  dan denda paling 
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sedikit Rp800.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 
Unsur pidana yang ada di dalam pasal tersebut ialah:  
a. Setiap orang yang tanpa hak atau; 
b. Melawan hukum 
c. Memiliki, minyimpan, menguasai atau; 
d. Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman 
3. Dakwaan subsider ke-2 Pasal 127 Ayat (1) huruf a  
Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 
Unsur pidana yang terdaat dalam pasal tersebut ialah: 
a. Setiap penyalahguna 
b. Narkotika golongan I 
c. Bagi diri sendiri 
b. Hasil Wawancara Penulis 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu 
hakim bernama.......yang memutus perkara tersebut, penulis 
menyakan seputar pertanyaan berkaitan dengan alasan beliau 
memutus perkara dengan putusan dengan dakwaan alternative 
yang didakwakan oleh penuntut umum yakni Pasal 127 Ayat (1) 
huruf a. beliau mengatakan bahwa  
“putusan itu sudah tepat dengan melihat barang bukti yang 
sedikit dan mempertimbangkan bahwa sangat tidak adil 
menerapkan Pasal 115 Ayat (1) dengan melihat bahwa terdakwa 
baru pertama kali melakukan, walaupun terdakwa membawa 
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narkotika namun tidak adanya keterangan saksi yang 
menerangkan bahwa terdakwa mengetahui yang dibawanya 
adalan narkotika.  kemudian hakim tersebut melanjutkan “bahwa 
ini adalah progresif dari hakim untuk menegakkan keadilan. 
 
Penulis kemudian mempertanyakan mengapa dalam putusan 
tersebut tidak terdapat putusan untuk merehabilitasi terdakwa 
sesuai seperti yang diamanahkan oleh Pasal 54 undang-undang 
narkotika yang berbunyi “ pecandu dan korban penyalahguna 
narkotika waib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” 
kemudian hakim tersebut mengatakan 
 “sulit untuk menerapkan pasal tersebut yang disebabkan proses 
untuk melaksanakan rehababilitasi yang dikarenakan proses 
assessment yang rumit ditambah panti rehailitasi belum ada 
dikabupaten mamuju pada saat itu”. 
Berdasarkan posisi kasus dan uraiaan diatas, penulis mengambil 
kesimpulan bahwa terkait dengan putusan hakim yang menerapkan 
pasa 127 ayat (1) huruf (a) yakni dengan menempatkan terdakwa 
Dawahong Bin  Jawase Alias Bapak Delpi in Jawase sebagai 
penyalahguna narkotika golongan (1) dengan melihat ketentuan yang 
dijelaskan dalam undang-undang no 35 tahun 2009  Pasal 1 Angka 15 
yakni “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika 
tanpa hak atau melawan hukum” yang tentunya sesuai dengan unsur 
yang ada pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan diperjelas oleh 
keterangan saksi Agus Bin Ambo Tuo dan keterangan terdakwa. 
Dalam kasus ini penulis tidak sepakat dengan putusan yang 
diterapkan oleh majelis hakim. Penulis berangapan bahwa majelis  
hakim keliru dalam menerapkan Pasal 127 Ayat (1). Hal ini 
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disebabkan oleh karena berdasarkan uraiaan dari posisi kasus, 
terdakwa tertangkap tangan membawa narkotika golongan I yang dan 
didukung oleh keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa, 
yang dimana tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 Angka 19 
KUHAP. 
Jadi menurut penulis pasal yang lebih cocok dan memenuhi unsur 
dengan kasus tersebut dengan mempertimbangkan keterangan saksi, 
keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperhadapkan di 
persidangan ialah Pasal 115 Ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika. 
Terkait mengenai alasan hakim seperti yang tertera diatas, 
penulis juga beranggapan bahwa majelis hakim keliru dalam 
menempatkan alasannya terkait mengenai tidak adanya keterangan 
saksi yang menerangkan bahwa terdakwa mengetahui yang 
dibawanya adalah narkotika, penulis beranggapan bahwa ini 
merupakan kesalahan hakim yang dikarenakan pada keterangan 
terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa mengetahui barang yang 
diberikan oleh Agus Bin Ambo Tuo adalah narkotika dan pertanyaan 
yang serupa tidak dipertanyakan majelis hakim kepada saksi Agus Bin 
Ambo Tuo berdasarkan berita acara keterangan saksi. 
Jika majelis hakim tetap menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf 
a, majelis hakim harusnya tidak mengabaikan Pasal 54, Pasal 103 
dan  ditambah ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 Undang-
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undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mewajibkan 
rehabilitasi dengan menambahkan putusan rehabilitasi kepada 

























Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis 
berkesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam putusan perkara Nomor 87/Pid.B/2014/PN.Mam, jaksa 
penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan 
alternative yaitu dakwaan Pasal 115 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) 
san Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika, unsur-unsur dalam pasal tersebut 
memiliki kesesuaian dengan kasus tersebut dan untuk 
memperkecil kemungkinan terdakwa bebas dari jeratan hukum, 
kemudian majelis hakim dengan berdasarkan bukti yang muncul 
di persidangan yang akan memutus perkara. Tentunya ini jelas 
sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Namun 
dalam hal melakukan penuntutan, Penuntut Umum keliru 
dengan menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yang 
dimana menurut penulis yang lebih cocok dan memenuhi unsur 
ialah dakwaan primer yakni Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang 
No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
2. Dalam putusan perkara Nomor 87/Pid.B/2014/PN.Mam, 
menurut penulis, penulis tidak sependapat dengan hakim dalam 
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menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a karena unsur-unsur dari 
pasal tersebut kurang terpenuhi dalam perkara ini, sebaliknya 
berdasarkan berita acara dipersidangan yang meliputi dua alat 
bukti yang dihadapkan dipersidangan, unsur yang paling 
terpenuhi dalam kasus ini ialah Pasal 115 Ayat (1). Dalam kasus 
ini juga ketika Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, hakim tetap saja keliru 
dengan tidak  mengikut sertakan putusan rehabilitasi terhadap 
terdakwa setelah melaksanakan pidanya sesuai yang 
diamanahkan oleh Undang-undang No 35 Tahun 2009 tantang 
Narkotika. 
 
B. Saran  
1. Pemerintah harus membuat fasilitas Rehabilitasi disetiap daerah 
dengan melihat korban penyalahguna narkotika yang semakin 
meningkat tentuanya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengabaikan 
sesuatu yang diperintahkan oleh Undang-undang 
2. Dalam hal pencegahan penanggulagan penyalahgunaan 
Narkotika, pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan peran 
serta masyarakat pada umumnya dan terkhusus kepada pelajar 
dan mahasiswa baik dalam segi program maupun pendanaan 
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